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Motto : 

•  Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 

itu adalah untuk dirinya sendiri 

   (QS AL-Ankabut {29} : 6) 

• Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya 

dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia 

menentramkan amarah ombak dan gelombang itu. 
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TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN TERHADAP OBJEK JAMINAN 

BERUPA TANAH YANG TELAH DIJUALKAN KEPADA PIHAK LAIN 
 

Oleh : 

NURUL MARDHIYYAH 

NIM : 502017035 

ABSTRAK 

       Hukum Jaminan adalah segala perangkat atau peraturan yang mengatur 

tentang jaminan berdasarkan dan atau yang berkaitan dengan lembaga-lembaga 

jaminannya, baik yang terdapat pengaturannya di dalam KUH Perdata maupun 

yang diatur di luar KUH Perdata. Objek jaminan berupa tanah disebut dengan Hak 

Tanggungan, Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-bendanya yang berkaitan 

dengan tanah. Dalam penelitian ini akan menyelesaikan masalah tentang 

bagaimana penyelesaian masalah yang timbul sebagai akibat pembelian tanah 

yang masih dibebani Hak Tanggungan serta perlindungan yang diberikan kepada 

pihak lain yang membeli tanah tersebut.  

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). 

Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang 

mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier.  

       Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Tinjauan 

hukum penyelesaian terhadap objek jaminan berupa tanah yang telah dijualkan 

kepada pihak lain melalui cara pengikatan jual beli dan kuasa menjual,  maka 

pihak  Bank tetap bisa mengeksekusi objek jaminan tanah tersebut di KPKNL 

(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) walaupun telah dijualkan oleh 

debitur kepada pihak lain (orang lain), karena Hak Tanggungan tetap mengikuti 

objeknya dalam tangan bagaimana siapapun objek tersebut berada yang 

tercantum di dalam peraturan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan. Cara 

penyelesaian sengketa oleh Bank dengan menempuh jalur non litigasi dengan 

cara konsultasi dan negosiasi kepada para pihak yang terkait. Upaya yang dapat 

dilakukan pihak lain (Pembeli Tanah) kepada penjual dan pemegang objek 

jaminan, yaitu pihak lain dapat menuntut pembatalan pengikatan jual beli dan 

kuasa menjual yang telah dibuat  kepada penjual dan meminta uang kembali. 

Apabila penjual tidak dapat menarik, mengambil  sertifikat atas tanah yang 

menjadi objek jaminan tersebut pada pihak Bank dan dan selanjutnya 

menyerahkanya sertifikat tanah tersebut kepada pihak lain yang membeli tanah 

tersebut, maka pihak lain yang membeli tanah tersebut dapat mengajukan 

gugatan perdata ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum objek tanah tersebut 

dengan mendudukan Penjual sebagai Tergugat dan Pemegang Objek Jaminan 

dalam hal ini Pihak Bank sebagai Turut Tergugat,  atau  melaporkan debitur  

tersebut secara pidana.  Pembeli tanah (pihak lain) memiliki hak untuk 

mendapatkan hak  atas tanah yang dibelinya. Tetapi disisi lain Pemegang Hak 

Jaminan dalam hal ini pihak Bank lebih mempunyai hak utama dari pihak lain 

tersebut dalam pemberesan masalah utang atau pinjaman debitur tersebut. 

Kata Kunci : Jaminan, Hak Tanggungan, Jual beli, Tanah 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_96.htm
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_96.htm
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_96.htm
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan 

tentang perkembangan hukum jaminan pada masa pemerintah Hindia Belanda, 

Jepang dan zaman kemerdekaan sampai saat ini.  

       Istilah Hukum Jaminan diambil dari istilah “zekerheidsrechten” dan jika 

diberikan suatu perumusan tentang Hukum Jaminan maka dapat kita artikan 

sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang 

seorang kreditur terhadap seorang debitur. Subekti dalam tulisannya yang 

berjudul “Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional” 

mengatakan : kalau kita ingin mencari sistem Hukum Jaminan Nasional, maka 

yang dimaksudkan adalah mencari kerangka daripada seluruh perangkat 

“peraturan” yang mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional kita 

dikemudian hari.1 

       Dengan demikian dapat dinyatakan juga bahwa Hukum Jaminan adalah 

segala perangkat atau peraturan yang mengatur tentang jaminan berdasarkan dan 

atau yang berkaitan dengan lembaga-lembaga jaminannya, baik yang terdapat 

pengaturannya di dalam KUH Perdata maupun yang diatur di luar KUH Perdata, 

seperti lembaga jaminan Pand, Hipotik (di dalam KUH Perdata), Hak 

Tanggungan Atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1996), Fidusia (UU No. 42 Tahun 

1999), Oogsrverband, dan semuanya merupakan hak jaminan kebendaan, bukan 

jaminan pribadi (penanggungan). Hak jaminan kebendaan adalah hak yang 

memberikan kedudukan yang lebih baik kepada seorang kreditur dan 

memberikan warna tertentu yang khas sesuai dengan sifat-sifat kebendaannya. 

       Adapun macam-macam jaminan kebendaan salah satunya Hak Tanggungan. 

Hak Tanggungan sebenarnya sudah dikenal di dalam Undang-undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu yang 

dinyatakan dalam pasal 51 sebagai berikut : Hak Tanggungan yang dapat 

dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut 

dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang.2 

 
       1J.Satrio. 2002.  Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT.Citra Aditya 

Bakti. hlm 3. 

       2Hendri Budiyanto, Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Guna Bangunan Dalam 

Perubahan Status Menjadi Hak Milik, Jurnal Repertorium, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm 32. 



2 

 

 

       Aturan pemerintah telah menetapkan bahwa Hak Tanggungan merupakan 

Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Hak Tanggungan ini diatur 

dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah 

beserta benda-bendanya yang berkaitan dengan tanah. Hak Tanggungan bisa 

dibebankan kepada hak atas tanah, termasuk tanaman, bangunan, serta karya 

yang sudah eksis atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 

tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang 

pembebanannya sudah tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan.3 

       Seperti dikutip pada Pasal 11 UU No.4/1996, dalam akta pemberian Hak 

Tanggungan  tersebut juga dapat dicantumkan janji-janji yang meliputi janji 

tentang menyewakan Hak Tanggungan, janji mengubah objek Hak Tanggungan, 

janji untuk mengelola hak tanggungan, janji untuk menyelamatkan hak 

tanggungan, janji untuk menjual hak tanggungan, janji untuk membersihkan hak 

tanggungan, janji untuk tidak melepaskan objek hak tanggungan, janji untuk 

memperoleh ganti rugi dari objek hak tanggungan, janji untuk memperoleh uang 

asuransi, janji untuk mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi 

hak tanggungan, janji bahwa sertifikat hak atas tanah yang telah diberi notifikasi 

pembebanan hak tanggungan dipegang oleh penerima hak tanggungan.4 

       Sedangkan hak tanggungan dapat berakhir karena hapusnya hutang yang 

dijamin dengan hak tanggungan, hak tanggungan dilepas oleh pemegangnya, 

pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan 

Negeri dan hapusnya hak atas tanah.5 

       Untuk lebih mengetahui mengenai pelaksanaan hak-hak jaminan perlu 

lebih mendalami mengenai hukum eksekusi. Yaitu hukum yang mengatur 

tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap 

harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela 

oleh debitur. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hubungan kredit ada kewajiban 

berprestasi dari debitor dan hak atas prestasi dari kreditor, hubungan hukum akan 

lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajiban. Namun dalam 

hubungan kredit yang sudah dapat ditagih (opeisbaar) jika debitor tidak 

memenuhi prestasi secara sukarela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut 

pemenuhan piutangnya (hak verhaal atau hak eksekusi) terhadap harta kekayaan 

 

       3”Pengertian Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti”, melalui www.rumah.com, 

diakses pada 21 September 2020.   

      4Ibid., diakses pada 21 September 2020 

      5Ibid., diakses pada 21 September 2020 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_96.htm
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_96.htm
http://www.rumah.com/
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debitor yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditor itu 

dilakukan dengan cara penjualan benda-benda jaminan dari debitor untuk 

pemenuhan hutang pada kreditor.6 

       Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : TINJAUAN 

HUKUM PENYELESAIAN TERHADAP OBJEK JAMINAN BERUPA 

TANAH YANG TELAH DIJUALKAN KEPADA PIHAK LAIN. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang tersebut diatas maka dapat 

dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penyelesaian objek jaminan berupa tanah dari aspek pemegang 

hak jaminan? 

2. Upaya apakah yang dapat dilakukan pihak lain (pembeli tanah)  kepada 

penjual tanah dan pemegang objek jaminan? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

       Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah hanya dalam 

ruang lingkup perdata dengan menitikberatkan perhatian pada tinjauan hukum 

penyelesaian terhadap objek jaminan berupa tanah yang telah dijualkan kepada 

pihak lain dan tanpa menutup kemungkinan membahas hal-hal yang ada 

kaitannya dengan permasalahan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menjelaskan : 
 

       6Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum 

Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta : Liberty, hlm 31. 
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1. Penyelesaian objek jaminan berupa tanah dari aspek pemegang hak jaminan. 

2. Upaya yang dapat dilakukan pihak lain (pembeli tanah)  kepada penjual tanah  

dan pemegang objek jaminan. 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi hukum perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada 

Almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

       Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan 

beberapa konsep sehubungan dengan permasalahan, antara lain : 

1. Tinjauan Hukum. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya 

mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “–an” menjadi 

tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Tinjauan adalah mempelajari 

dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat 

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Dapat disimpulkan 

tinjauan hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 

memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.7 

2. Jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah harta yang 

ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas 

suatu kewajiban. Aset ini adalah milik peminjam, jika peminjam gagal 

memenuhi kewajibannya, aset ini akan diambil alih oleh bank dan akan 

dijual untuk memenuhi perjanjian kontraknya.8 

3. Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah 

adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Pengertian tanah 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)  tahun 1994 tanah adalah 

permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, keadaan bumi di 

 
       7“Pengertian Tinjauan Yuridis”, melalui www.suduthukum.com., diakses pada 21 September 

2020. 

       8 ’”Jaminan”, melalui www.kamusbesar.com., diakses pada 24 September 2020. 

https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html
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suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi, 

bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya). Kata 

tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak 

atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang 

berbatas, berdimensi dua dngan usuranpanjang kali lebar yang diatur oleh 

hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan di punyai oleh orang-orang 

dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan 

dimanfaatkan.9 

E. Metode Penelitian 

       Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

tinjauan hukum penyelesaian terhadap objek jaminan berupa tanah yang telah 

dijualkan kepada pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti haruslah 

memilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Dikarenakan penting adanya kesesuaian antara metode penelitian dan masalah 

yang diteliti. Adapun uraian metode penelitian, berisi hal-hal sebagai berikut : 

1) Jenis Penelitian  

       Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan 

penelitian terhadap efektivitas hukum.  

2)  Jenis dan Sumber Data 

       Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan 

yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang 

 
       9M. Arba. 2017.  Hukum Agraria Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7. 
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berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, 

antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda 

yang berkaitan dengan Tanah. 

b. Bahan hukum sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasilnya 

dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, 

bahan dari internet, dan seterusya. 

2)  Teknik Pengumpulan Data 

      Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui 

studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data 

sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelurusi sumber-sumber 

kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan 



7 

 

 

tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-

buku ilmiah, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini. 

3) Teknik Analisa Data 

       Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan dikalsifikasikan, 

baru kemudian dianalisis seara kualitatif, artinya menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman 

hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontruksikan 

berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni 

penalaran yang berlaku  khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. 

Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan 

umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

       Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal 

ini perlindungan perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis 

menyusun proposal ini dengan sistem perbab dan dalam bab terdiri dari sub-sub 

bab, penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan 
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Pada bab ini, merupakan pembuktian atau latar belakang 

proposal ini dibuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis 

sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah 

dan berisi perkembangan data dan atau informasi, baik secara 

sustansial maupun metode-metode yang relevan dengan 

permasalahan peneltian. 

BAB III : Pembahasan 

 Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan maslaah 

yang diangkat dalam penelitian. 

BAB VI : Penutup 

 Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan 

dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang 

ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk 

memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat. 
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